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KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat
diselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini merupakan
salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP tahun 2022 ini disusun dengan mengukur capaian Kinerja sasaran dan Kinerja
kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategi Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022. Penyusunan LAKIP ini
berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

laporan Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labungkari, 4 Februari 2023

Kepala Dinas Penanama Modal

@ig%anaﬂerpadu Satu Pintu
e )8 \.Buton Tengah
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11

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan Kkinerja ini dimaksudkan menjadi jembatan penghubung sebagai media
informasi pertanggungjawaban DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam laporan akuntabilitas ini akan diuraikan
hasil evaluasi tentang analisis - analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan
tujuan, visi, dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis DinasPenanaman

Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

Mengacu pada Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menginstruksikan
bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan
AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana
pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022.
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1.2

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja DPM-PTSP tahun 2022 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada public atas pengenlolahan anggaran dan pelaksanaan program atau

kegitan dalam rangka mencapai visi dan misi DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah

Adapun Tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut;

1.

2.

Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai;

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi istansi pemerintah untuk meningkatkan

Kinerja;

LANDASAN HUKUM

Penyusunan LAKIP DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 ditetapkan dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai Dasar Hukum, yakni :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

10.
11.

Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubahdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat danPemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
InstansiPemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007

tentangPedomanUmumPenetapanindikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penanman Modal dan Tata
Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman modal.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun
2017-2022

14 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

(DPM-PTSP) Kabupaten ButonTengah terdiri dari 4 (V) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB IlI : AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi

anggaran.

BAB IV : PENUTUP
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Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di

meningkatkan Kinerjanya

masa mendatang Yyang akan dilakukan organisasi

1.5 GAMBARAN UMUM DPM-PTSP KABUPATEN BUTON TENGAH

untuk

1.5.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu

Satu Pintu

Pembentukan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Kabupaten Buton Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Buton

Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut :

KEPALA SEKSI
PEMBINAAN
INVESTOR

KEPALA SEKSI

— LAYANAN

PENGADUAN
PERIZINAN

KEPALA DINAS
KELOMPOK SEKRETARIS
JABATAN | ] |
Kasub. Bagian Kasub. Bagian Kasub. Bagian
Umum dan Perencanaan Keuangan dan
Kpegawaian dan Perlengkapan
Program
KABID KABID PELAYANAN KABID KABID PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN PENANAMAN PENGENDALIAN DAN DATA DAN SISTEN
IKLIM DAN MODAL DAN PELAKSANAAN INFORMASI PENANANAM
PENANAMAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
KAPALA SEKSI | | KASI PERIZINAN KEPALA SEKSI KASI DATA DAN SISTEN
PROMOSI INVESTASI BERUSAHA DAN PENGENDALIAN DAN u INFORMASI
NON BERUSAHA PENGAWASAN PENANANAM MODAL

KASI PENGENDALIAN
DAN PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL

KASI PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEN
INFORMASI PENANANAM
MODAL
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah didukung Sumber Daya Aparatur sesuai
dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami
sajikan kondisi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sampai dengan akhir Desember 2022 sebagai berikut :

TABEL 1.1

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH

1 v 3 Orang

2 Il 7 Orang

3 1 3 Orang

4 | 0 Orang
JUMLAH 13 ORANG

Sumber : DPMPTSP Kab. Buteng, Desember 2022

Berdasarkantabeltersebut, personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan golongan IV sebanyak 3 orang (23,07 %), golongan 111 sebanyak 7 orang (53,84 %), Golongan
Il sebanyak 3 orang (23,07 %), dan golongan | sebanyak 0 orang (0,0%).

TABEL 1.2
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 S2 1 Orang
2 S1 9 Orang
3 D4 -
4 D3 2
5 SLTA 1 Orang
6 SLTP -
7 SD -
JUMLAH 13 ORANG

Sumber : DPMPTSP Kab. Buteng, Desember 2022
Berdasarkan table di atas, tingkat pendidikan personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah yaitu: tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang (7,69%),
tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 orang (69,23 %), tingkat pendidikan Diploma (D3) sebanyak 2
orang (15,38 %) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 1 Orang (7,68%)..
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TABEL 1.3
Komposisi Pegawai Secara Keseluruhan
No Unit Kerja PNS
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris Dinas 1
3 Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2
4 Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan 4
Perizinan
5 Bidang Pengendalian Pelakasanaan Penanaman 1
Modal
6 Bidang Pengelolaan Datan dan Informasi 1
Penanaman Modal
7 Bagian Umum dan Keuangan 3
Jumlah 13

Sumber : DPMPTSP Kab. Buteng, Desember 2022

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu secara keseluruhan berjumlah Tiga Belas Orang yang tersebar di seluruh
unit kerja yang ada di DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah T.A 2022.

Di samping Sumber Daya Aparatur, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintujuga didukung dan dilengkapi
dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Dalam hal ini, berikut kami sajikan kondisi
sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu

Satu Pintusampai dengan posisi akhir Desember 2022 sebagai berikut




DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

TABEL 1.4
Jumlah Sarana danPrasaranaPendukungKerja
No./ Kode Nama Barang Jumlah KondisiBarang
Barang
1 Bangunan Kantor (Sewa Perumahan 1 Unit Baik
Penduduk)
2 Kendararaan Dinas Roda Empat 2 Unit Baik
3 Kendaraan Roda Dua 3 Unit Baik
4 Komputer PC 7 Unit Baik
5 Laptop 7 Unit Baik
6 Printer 7 Unit Baik
7 Alat RumahTangga Kantor 31 Unit Baik

Berdasarkan table diatas, kondisi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buton Tengah maupun sarana pendukungnya sampai dengan akhir Desember 2022
masih membutuhkan perhatian serius guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diharapkan akan
memenuhi standar pelayanan minimal. Disamping terpenuhinya kebutuhan SDM Aparatur,
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadaiakan sangat menentukan dalam
pencapaian visi dan misi organisasi guna mendukung keberhasilan program kerja pemerintah daerah

Kabupaten Buton Tengah dimasa yang akan datang.

1.5.2 Isu Strategis
Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam menyenggarakan fungsi PTSP dan
pengembangan investasi daerah.

2. Dukungan sumber daya manusia dan menyediakan pelatihan dan pembinaan sumber daya
manusia aparatur dalam bidang pelayanan terpadu satu pintu untuk menghasilkan
pelayanan yang prima.

3. Tersedianya regulasi, perumusan dan penerapan kebijakan perizinan .

4. Pengembangan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan fungsi PTSP dan

pengembangan investasi didaerah.
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5. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD teknis dalam menyelenggarakan
pelayanan terpadu satu pintu khususnya menyangkut prosedur dan persyaratan untuk
memberikan kemudahan dan keramahan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam
berinvestasi di Kabupaten Buton Tengah.

6. Aspek pengembangan teknologi informasi perizinan dan investasi didaerah yang

mendukung pelaksanaan perizinan terpadu dan pengembangan investasi di daerah;

1.5.3 Tantangan dan Peluang
Sebagai satua kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah tentu memiliki berbagai persoalan terhadap
pelaksanaan tugasnya. Sehubungan dengan itu maka di butuhkan kesiapan dalam rangka
mencapai efisiensi dan efektifitas di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan

Investasi daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya
yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolahan perizinan dan non perizinan khususnya melalui
pelayanan terpadu satu pintu.

2. Belum tersedianya regulasi tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai
dasar pelaksanaan tugas .

3. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupunkualitas teknis.

4.  Minimnya sarana dan prasarana penunjang DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah
terutama kendaraan mobil Operasional di lapangan , teknologi system informasi

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Meskipun beragam tantangan yang dihadapi, namun masih terdapat peluang yang dapat
di jadikan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan dalam rangka mendukung
upaya percepatan investasi di Kabupaten Buton Tengah. Dalam rangka mendukung upaya
percepatan investasi di kabupaten Buton Tengah. Adapun peluang yang di miliki dalam

memperbaiki pelayanan adalah :
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1. Adanya dukungan kebijakan  pemerintah  pusat mengenai  percepatan
kelimpahan/pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan pada lembaga
PTSP.
2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka percepatan investasi daerah
melalui pelayanan terpadu satu pintu.
3. Kondisi iklim investasi yang berkembang baik di kabupaten Buton Tengah khususnya
disektor pertambangan, perikanan dan kehutanan.
4. Persepsi masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga pelayanan terpadu satu pintu
mendapat respon cukup baik

1.5.4 Permasalahan Yang Dihadapi
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100 %)

disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu

sebagai berikut:

e Perencanaan yang disusun hendaknya berorientasi pada capaian dan menyesuaikan dengan
isu-isu strategis pembangunan

e Dibutuhkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para aparatur dalam hal ini
kemampuan teknis tertentu untuk mencapai target melalui bimbingan teknis/ pelatihan
pelayanan perizinan yang berbasis SPIPISE (Sistim Pelayanan Informasi Perizinan dan
Investasi Secara Elektronik)

e Seluruh kepala Bidang, Sub. Bidang, Kepala Seksi diwajibkan memahami / mengetahui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehubungan dengan Capaian SKPD.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk
pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu lintas SKPD dan masyarakat

2. Diperlukan ketegasan pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan agar berjalanan
perizinan satu pintu

3. Promosi potensi daerah melalui keiukutsertaan pameran investasi baik dalam daerah
maupun luar daerah

4. Pendidikan dan pelatihan aparatur DPMPTSP yang tentang tugas pokok dan fungsi

masing-masing bidang
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Identifikasi investor yang telah menanamkan modalnya di daerah untuk dilihat dan
ditinjau izin usahanya

Membuat draft regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga
pelayanan perizinan lebih jelas, mudah, transparan, murah dan adil serta
pengadministrasian menjadi lebih tertib melalui SOP perizinan

Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dari semua jenis izin yang termasuk dalam
pelimpahan kewenangan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 25 / 2015

10
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2.1

BAB I1
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN BUTON TENGAH

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu sampai lima tahun. Proses ini diharapkan
berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
kendala dan tantangan yang ada dan mungkin timbul pada masa yang akan datang secara
akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah sebuah dokumen rancanastratejik atau

dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022 merupakan komitmen bersama dalam
menetapkan Kinerja dengan tahapan-tahapanyang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan

peraturan perundangundanganuntuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah periode Tahun
2017-2022, yaitu:

“Mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah menuju
Kabupaten Buton Tengah yang BERKAH”

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan kedalam focus
kerja yang disebut dengan “BERKAH”, yang merupakan akronim dari Bersih, Sejahtera,
Produktif, Agamis dan Harmonis. Fokus kerja tersebut member arahan kepada Perangkat

Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi.

11
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Visi pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022, ini menjadi arah cita-
cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan
segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Penjelasan dari visi
tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Buton Tengah Berkah

A p‘N\“\‘

\./

AGAN\S

N’

eRODVKTY \V

Kabupaten Buton Tengah :

Pembangunan yang berbasispotensi wilayah, ini akan menjadi kunci ketika melaksanakan
pembangunan di Buton Tengah, tentunya harus menyadari karateristik daerah, agar tepat sasaran
dalam membangun. Alam telah terhampa rbaik di laut maupun di daratan, ini menjadi PR yang
harus dijawab akan diapakan potensi tersebut. Kedepan ketika membangun tidak akan asal
membangun akan tetapi melihat RTRW Buton Tengah agar zonasi yang ada jelas untuksetiap
wilayahnya, juga akan melibatkan pihak-pihak yang berkompoten untu kmembantu, sehingga
pelibatan kalangan profesional, kalangan kampus akan kita gandeng dalam menataButon Tengah.
Tidak boleh menyerah pada alam, akan tetapi dengan teknologi yang ada Insya Allah potensi alam

akan dimaksimalkan.

12
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Bersih :

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar/good governance yakni
pemerintahan yang transparan, membuka kran partisipasi masyarakat, dan akuntabel, bebas dari
budaya KKN, demokratis, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, tidak melakukan
punggutan tanpa dasar hokum punggutan serta pemerintahan yang selalu hadir ditengah-tengah
masyarakat.

Sejahtera :

Kesejahteraan menjadi kata kunci pembangunan yang akan dilakukan. Sejahtera merupakan
keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual. Dalam visi ini, sejahtera
mempunyai makna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Buton Tengah dapatdipenuhisecara
lahir dan bathin. Masyarakat yang sejahtera merupakan wujud dari masyarakat yang adil dan
makmur, baikdarisisi material maupun spiritual. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek
kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya,

memperoleh pendidikan, kesehatan, dan serta berusaha dalam semua bidang.

Produktif :

Produktivitas di Buton Tengah akan digalakan pada segala sector kegiatan seperti sector
perikanan, sector kelautan, sector pertanian, sector perkebunan, sector peternakan, sector pariwisata
dan ekonomi kreatif serta usaha-usaha lainnya. Ini akan dilakukan dengan memberikan bantuan

modal usaha dan modal keterampilan pelaku-pelaku usaha.

Agamis :
Ciri khas Buton Tengah sebagai daerah agamis harus dijaga dan dilestarikan dalam segala

aspek kehidupan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Harmonis :

Masyarakat yang harmonis menjadi cita-cita Kita sehingga keteraturan dan kerukunan perlu
ditata dan dipelihara. Keharmonisan juga akan hadir ketika adanya rasa keadilan dan adanya
kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, keadilan dalam kemanfaatan hasil-
hasil pembangunan antar wilayah dan golongan penduduk, serta pemerintahan yang jujur, bersih,

efisien dan efektif sebagai gambaran dari good governance.

13



DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

Misi Kabupaten Buton Tengah 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Buton
Tengah yang sejahtera, agamis harmonis dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten
Buton Tengah dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi sumber daya perikanan kelautan, potensi pariwisata dan potensi
pertanian sebagai leading sector pemicu pengembangan sektor —sector lainnya.

2. Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya local sebagai wujud
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah sesuai arahan kebijakan perencanaan
spasial.

4. MembangunSumberdayamanusia yang sehat dan berkualitas.

5. Membangunpemerintahan yang bersih dan meningkatkankualitaspelayananpublik.

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis yang berakhlak dan berkepribadian.

7. Mewujudkan masyarakat yang sadar hokum serta penguatan nilai-nilai kearifan local guna
mencapai kehidupan yang harmonis.

8. Memelihara daya dukung lingkungan dan sumber daya alam sebagai wujud pembangunan

berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan misi ke lima RPJIMD Kabupaten Buton Tengah tahun 2017 — 2022
yaitu “Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” maka
perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan
jangka menengah perangkat daerah ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan yang
termuat dalam sasaran kelima “Meningkatnya Kinerja Birokrasi dan Penyelenggaran Pemerinta

darah” Perubahan RPJMD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022. Sedangkan Sasaran
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jangka menengah perangkat daerah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun Tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten

Buton Tengah sebagai berikut

INDIKATOR
VISI MISI TUJUAN SASARAN SASARAN
1 2 3 4 5
Mewujudkan Membangun Meningkatnya Meningakatnya Persentase
pembangunan Pemerintah yang | Kinerja Birokrasi pertumbuhan peningkatan
berbasis Bersih dan dan investasi investasi
daerah
pengembangan meningkatkan | Penyelenggaraan
potensi wilayah pelayannan Pemerintahan
menuju publik Daerah
Kabupaten Buton
Tengah yang

BERKAH

15




DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton
Tengah menetapkan IKU sebagai berikut :

INDIKATOR FORMULASI SUMBER DATA
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PERHITUNGAN TARGET
Meningkatnya Persentase Jumlah Investasi 10% Dinas PM-PTSP
Pertumbuhan Investasi Peningkatan tahun n di kurang Kabupaten
Daerah Investasi jumlah investasi n- Buton Tengah

1 di bagi jumlah
investasi tahun n-1

di kali 100%
Meningkatnya Nilai evaluasi Inspektorat
e L Berdasarkan LHE
Angkuntabilitas Kinerja SAKIP dari Inspektorat B KabUTP:;ZnaEUton

OPD

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut ini indicator Kinerja sasaran dan rencana atau
target capaiannya Yyang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah. Disamping itu
dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran
yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah untuk Tahun 2022

sebagai berikut :
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PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1 | Meningkatnya pertumbuhan investasi Persentase
daerah peningkatan 10 %
investasi
2 Meningkatnya Angkuntabilitas Kinerja Nilai evaluasi B
OPD SAKIP
NO PROGRAM/KEGIATAN ANG(SPA;Q AN KET
1 | Program Promosi Penanaman Modal 2.911.685.350 APBD
2 Program Pelayanan Penanaman Modal 224.865.554 APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan
3 388.270.300 APBN
Penanaman Modal
Program Pengendalian Data dan Sistem
4 ) 113.489.100 APBD
Informasi Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan
5 ) 2.279.561.015 APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH 5.917.871.319

17




DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

ESELON II, ESELON 111, ESELON IV

Sasaran . Anggaran
No Program/ Prograrlr<1gKieagt:1rfan/ S Indikator Program/Kegiatan Target :Cv%??lr?ar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
PROGRAM PROMOSI Peresentase Promosi Investasi 1009%
Meningkatnya | PENANAMAN MODAL 0 3,245,275,350 2,911,685,350 Kabid
Pertumbuhan
Investasi Penyelenggaraan Promosi Per)gembangan
Daerah Penanaman Modal yang menjadi | Kegiatan Pameran Penanaman 7 Kegiatan Iklim Penananam
aera Kewenangan Daerah Modal g 3,245275350 |  2,911,685,350 | Modal
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
1 | Penanaman Modal Daerah Promosi Penanaman Modal 7 Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 3,245,275,350 2,911,685,350
PROGRAM PELAYANAN Persentase ketepatan waktu 100%
PENANAMAN MODAL perizinan dan non perizinan 176,283,950 224,865,554
Kabid Pelayanan
Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Cakypan P?Iaksanaan . d dan Perizinan
Perizinan secaraTerpadu Satu KeglatanID_e ayananPerizinan dan
Pintu dibidang Penanaman Modal Non PerizinansecaraTerpadu Satu 100%
g PintudibidangPenanaman Modal 0 176,283,950 224,865,554

yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

yang menjadiKewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
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Sasaran . Anggaran
No Program/ Progra%K;eeg:lrfan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(llr?ar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
. Jumlah Pelaku Usaha yang
Pen_ye_zdlaan Pelayanan_'l’_erpadu Mendapatkan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non perizinan L ..
berbasis Sistem Pelayanan Perlzm_an Qan Non Perizinan N 155 Pelaku
Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Usaha 114,342,700 157,513,410
) Berusaha Terintegrasi Secara
secara Elektronik .
Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Pemantauan Pemenuhan Usaha yang Mendapat Pemantauan 100 Kegiatan
Komitmen Perizinan dan Non Pemenuhan Komitmen Perizinan 9 44876094
. . Usaha 39,465,200
Perizinan Penanaman Modal Berusaha dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi Jumlah Orang yang Memperoleh
Layanan Konsultasi dan
dan Pengelolaan Pengaduan Terkelolanya Pengaduan
Masyarakat Fe_rhadap Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan 15 Orang 22,476,050 22476050
Terpadu Perizinan dan Non .
Lige Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan L
Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN . .
PELAKSANAAN PENANAMAN | Fersentase jumiah investor 100%
MODAL yang di bina 382,770,300 388,270,300 _
Kabid
Pengendalian dan
Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Penanaman Modal yang menjadi Penanaman Modal yang menjadi 100%
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah 0 382,770,300 388,270,300

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
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Sasaran . Anggaran
No Program/ Progra%Kng:gan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(llr?ar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pemantauan Pelaksanaan . Kasi Monitoring
Pemantauan Pelaksanaan 6 Kegiatan .
Penanaman Modal 73,138,800 - dan Evaluasi
Penanaman Modal
Pembinaan =
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha yang 187 orang, . .
Pembinaan Pelaksanaan Mendgpatkan Penyelesaian Kasi Pengendalian
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman | Permasalahan | 195,366,500 309,701,000 | dan pengawasan
Penanaman Modal _
Modal = 6 Keg.
Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Kasi Pengendalian
Pengawasan Pelaksanaan Usaha} yang _Mel_akukan Koordinasi 12 Kali 114,265,000 78,569,300 | dan pengawasan
Penanaman Modal dan Sinkronisasi Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM Persentase pemanfaatan sistem 100%
INFORMASI PENANAMAN dan informasi penanaman Modal 0 143,489,100 113,489,100
MODAL Kabid Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi
Pengelolaan Data dan Informasi Cakupan Pelaksanaan Kegiatan renanaman Moda!
g€ . Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang Perizinan dan Non Perizinan yan 100%
Terintegrasi pada Tingkat Daerah yang 0 143,489,100 113,489,100

Kabupaten/Kota

Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Sasaran . Anggaran
No Program/ PrograrlggKieagi:lrfan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(llr?ar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi | Perizinan dan Non Perizinan Kasi Pengelolaan
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 155 Data Datang dan
Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara 143,489,100 113,489,100 Informasi
Perizinan BerusahaTerintegrasi Elektronik yang Diolah, Dikaji dan
secara Elektronik Dimanfaatkan
PROGRAMPENUNIANG | CO etanar Operesina
URUSAN PEMERINTAHAN 100% Sekretaris
DAERAH KABUPATEN/KOTA Modal_dan PelayananTerpadu 1,873,709,518 2,279,561,015
Satu Pintu
Perencanaan, Penganggaran, dan gakupan Perengmagn, luasi 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah enganggaran, ban tvaiuast 0 6,000,000 6,000,000
Kinerja Perangkat Daerah.
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1,000,000 1,000,000

SKPD

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
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Sasaran . Anggaran
No Program/ PrograrlggKieagt:gan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(lquar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen
P han DPA SKPD 1 1
erubahan S Dokumen Perubahan DPA- ,000,000 ,000,000
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
Daerah Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat | Cakupan Administrasi 100%
Daerah Keuangan Perangkat Daerah 1,173,725,743 1,345,068,923
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji 13 Oran
ASN dan Tunjangan ASN g 1,105,889,793 1,277,232,973
Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 Dokumen
SKPD SKPD 65,835,950 65,835,950
L Jumlah Laporan Keuangan Akhir
E:? oc::iallgalileﬂgrrl F;inﬁjlf#i?%lrjahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan
p g Koordinasi Penyusunan Laporan P 1,000,000 1,000,000

SKPD

Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Sasaran . Anggaran
No Program/ PrograrlggKieagt:gan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(lquar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan 1 Laporan
! Laporan Keuangan 1,000,000 1,000,000
Triwulanan/Semesteran SKPD .
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD
L . . Cakupan Administrasi Barang
Administrasi Barang Milik Milik Daerah Pada Perangkat 100% 1,000,000 1,000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang 1 Lapaoran
1 1,000,000 1,000,000
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah gzﬁggagtgﬁlgg::;;asn 100%
Kewenangan Perangkat Daerah p 0 9,676,700 9,676,700
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi | Jumlah Laporan Pengelolaan 1 Laporan
Daerah Retribusi Daerah P 9,676,700 9,676,700
Administrasi Kepegawaian Cakupan Administrasi 100%
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah 0 143,024,500 133,002,500
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 13 Pcs
Beserta Atribut Kelengkapannya | beserta Atribut Kelengkapan 20,322,500 20,322,500
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Sasaran . Anggaran
No Program/ PrograrlggKieagt:gan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(lquar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Lo . . lah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi ]u.m . . .
Peraturan Perundang-Undangan | Cimbingan Teknis Implementasi | 10 Orang 122,702,000 | 112,680,000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Administrasi Umum 100% 254,995 950 360,548,350
Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 2,458,000 2,458,000
Kantor Kantor yang Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Y Perlengkapan Kantor yang 4 Paket 28,091,100 45,725,500
Perlengkapan Kantor -
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket I?aha_n Logistik 2 Paket 17,803,000 17,803,000
Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang_Ceta}kan dan 2 Paket 13,105,850 16,605,850
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
. lah Dokumen Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jum
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pel.‘und.ang- 12 Dokumen 1,440,000 1,440,000
Undangan yang Disediakan
e . Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13,020,000 15,120,000

Kunjungan Tamu
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Sasaran . Anggaran
No Program/ PrograrlggKieagt:gan/ Sl Indikator Program/Kegiatan Target ﬁcv%gl]a(lquar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan g P (Rp)
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 179078000 261396000
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Cakupan Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 143,306,625 275,684,542
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang
Pengadaan Mebel Disediakan 2 Paket i 58,841,120
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit
Lainnya Lainnya yang Disediakan 88,306,625 155,793,422
Pengadaan Gedung Kantor atau {gumlah Um]f (.}edung Kantor atau 1 Unit
Bangunan Lainnya angunan Laiinya yang 55,000,000 61,050,000
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang gzl;ﬁﬁ?;npeﬁfff;ﬂa" Jasa 100%
Urusan Pemerintahan Daerah jang 0 52,620,000 59,220,000
Pemerintahan Daerah
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat 12 Laporan 16,800,000 23,400,000
. A lah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jum L ;
Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber Daya Airdan |~ 12 Laporan 28,620,000 28,620,000
Listrik yang Disediakan
. lah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Jum
Umum_ Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 7,200,000 7,200,000

Disediakan

25




DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

Sasaran - Anggaran
No Program/ Prograrlngieagt?rfan/Sub Indikator Program/Kegiatan Target z\:v%?a(lgar; Perubahan Pelaksana
Kegiatan 9 P (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 89,360,000 89,360,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Operasional atau Lapangan yang 5 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak 65,820,000 65,820,000
Operasionalatau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 31 Unit
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 23,540,000 23,540,000
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BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buton Tengah merupakan bagian dari kewajiban Dinas Penanaman modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan Program dan
Kegiatan guna pelaksanaan Tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluas ikinerja menggunakan beberap
acara, antara lain :
1. Membandingkan rencana dan realisasi;
2. Membandingkan realisasi tahun inidengan tahun lalu;
3. Membandingkan dengan organisasi lain;
4. Membandingkan realisasi dengan standartnya.

Beberapa tahap pengukuran :

Lo

Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat

ukur yang berupa indicator kinerja atau ukuran kinerja;

2. Dalam analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan
secara efesiensi, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan
kegiatan yang telahditetapkan;

3. Perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi

Kinerja antara lain mencakup analisis input-output, analisis realisasi outcomes-

benefits, analisis impact baik positif maupun negatif dan analisis proses pencapaian

indikator-indikator kinerja tersebut, analisis keuangan dan kebijakan.
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3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 adalah untuk

mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada tahun 2022 telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah

direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Adapun Target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah 2022 tersaji

dalam table berikut :

No IKU Target Realisasi
Persentase Peningkatan
1 . v
Investasi 10% 19.5%
Sumber data : DPM-PTSP Ta.2022
Perhitungan
Rumus = Jumlah Investasin - Jumlah Investasi n-1 X 100%

Jumlahlnvestasi n-1
Rp. 187.742.228.500,- - 9.150.500.000,- X 100%
9.150.500.000,-

19,5%
Jadi Realisasi kinerja Jumlah peningkatan Investasi DPM-PTSP Kabupaten
Buton Tengah sebesar 19,5%

Berdasarkan table diatas capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut menunjukkan hasil dari
investasi pada tahun 2022 yang ditargetkan meningkat 10%, realisasi mencapai 19.5%. Investasi
pada Tahun 2021 berjumlah Rp. 9.150.500.000,- meningkat menjadi sebesar Rp.
187.742.228.500,-.

Kondisi capaian sebagaimana tersebut diatas, terjadi karena adanya dukungan dari

kegiatan-kegiatan pelayanan terutama adanya Inovasi Pelayanan dari DPM-PTSP Kabupaten
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Buton Tengah pada tahun 2022 yaitu kegitan Jemput Bola (Jempol) dan Kegiatan Keliling
Kecamatan yang merupakan implementasi dari PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana didalamnya mengatur tentanga layanan
perbantuan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan.

Kemudian hal yang mendukung tercapainya indicator ini juga yaitu adanya Aplikasi
OSS RBA vyaitu aplikasi online perizinan yang berbasis resiko yang dapat diakses oleh pelaku

perizinan dimanapun dan kapanpun.
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A\TR R E'EEZ TAIRI'EAMMEA AAY TMIMNAIRATRBRZR AT BZAATAERYE MAEEEIAT N4 D

MEARREZ IO X ETERAEREE AL IDEIT AN LT TNINATA B B

Rp200,000,000,000
Rp187,742,228,500

Rp180,000,000,000
Rp160,000,000,000
Rp140,000,000,000
Rp120,000,000,000
TAHUN 2018

Rp100,000,000,000 * TAHUN 2019
- TAHUN 2020

Rp80,000,000,000 TAHUN 2021
TAHUN 2022

Rp60,000,000,000
Rp40,000,000,000

Rp20,000,000,000 Rp11,731,000,
Rp7,355,000,00%6,716,500,000 %89,150,500,000

Rp-
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

Sumber : Data Investasi Kab. Buton Tengah Bidang Pengelolaan data dan Informasi
Penananaman Modal - DPMPTSP Kab. Buton Tengah

30



DPM-PTSP - KABUPATEN BUTON TENGAH

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis

Sasaran : Target Realisasi
No Strategis Indikator -
2020 2021 2022 2020 2021
Meningkatnya
1 Pertumbuhan Persentase s
Investasi Peningkatan 10 10 10 74 (21,99) .
Daerah Investasi (%)

Berdasarkan table diatas, realisasi sasaran strategis dari tahun 2020 sampai degan tahun
2022 mengalami capaian yang berfariasi, pada tahun 2020 realisasi pertumbuhan investadi
daerah mencapai 74%, namum pada tahun 2021 realisasi pertumbuhan investasi mengalami
penurun (21,99)%, hal ini desebabkan karena terganggunya iklim investasi akiban dari
penyebaran Covid-19. Namun ditahun 2022, DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah terus
berusaha bangkit sehingga realisasi sasaran strategis ini mengalami peningkatan yang baik yaitu
sebesar 19,5%. Meningkatnya pelayanan secara On-Line dalam pengurusan perizinan yang

menyesuaikan dengan keadaan, sangat membantu capaian dari realisasi sasaran strategis ini.

Dampak Covid-19 yang tersebar luas termaksud di Kabupaten Buton Tengah,
memberikan pengaruh yang sangat besar bagi investasi di Kabupaten Buton Tengah. Inovasi-
inovasi baru tentu sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja. Adanya inovasi
Jemput Bola (Jempol) dan Keliling Kecamatan yang dimulai tahun 2022 sebagai bentuk layanan
perbantuan kepada masyarakat sangat memberikan dampak yang positif dan pencapain kinerja

DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.
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Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis dengan Kondisi akhir Perencanaan

L Kondisi )
No | Sasaran Strategis Indikator Rezzzllzszaa Akhir Capaian
Perencanaan
Meningkatnya Persentase
1 Pertumbuhan peningkatan 19,5% 10% 195%
Investasi Daerah investasi (%)

Perbandingan Realisasi sasaran strategis DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah
yaitu Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2022 yang mencapai
19,5% dengan target kondisi akhir Perencanaan sebesar 10% tentunya hal ini sangat
baik, dan diharapkan DPM-PTSP terus bergerak maju dan memaksimalkan potensinya

dalam peningkatan investasi di Kabupaten Buton Tengah.

32



DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

3.1.3 Analisis efisiensi

Indikator Sasaran Indikator Kinerja Keuangan Tingkat
Sasaran Strategis Kinerja Strategis Kinerja o~ - Efisiensi
o apaian apaian 0
Daerah Utama Target | Realisasi (%) Target Realisasi (%) (%)
Meningkatnya Persentase
rtumbuhan Peningkatan | 10% 1 1 2,7
pei;uve:tl;s? ei nve%t:st? 0% | 195 % | 3638310304 | 3536908500 | 97.21 | 270
Meningkatnya Kinerja
; . Indeks daerah
Birokrasi dan
Penyelenggaraan Kepuasan Meninakatn
Pemerintahan Daerah Masyarakat ek v a_l_y | Nilai evaluasi 15 87
Angkuntabilitas | * o 15 B B 100 | 2.279561.015- | 1.917.833.032-| 84,13 | 198
Kinerja OPD

Berdasarkan table di atas,dapat dilihat pembandingan antara capaian Kinerja dengan capaian realisasi anggaran, untuk
capaian kinerja mengalami peningkatan dari target 10%, realisasi sebesar 19,5% atau dengan capaian 195%. Begitu pula dengan
daya serap anggaran yang, dari total anggaran sebesar Rp. 5.917.871.319, Realisasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Buton
Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.454.741,532,- dengan capaian realisasi anggaran mencapai 91.17%.

Untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2022 DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 463.129.787 atau 8.83% yang paling besar bersumber dari Gaji dan Tunjangan ASN serta Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Secara umum DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 dalam merealisasikan Kinerja dan Keuangannya
telah berjalan secara efisien.
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3.1.4 Analisis Keberhasilan/kegagalan

Sasaran Indikator Sasaran Indikator Alternatif
strategis Kinerja Strategis OPD Kinerja OPD Target | Realisasi | Capaian Penyebab Penyebab Solusi yang
Utama (%) Keberhasilan Kegagalan telah di
lakukan
Melaksanakan
Optimalisasi Inovasi Pelayanan
. ) "
Memrﬂ%ﬁ;nya Indeks Meningkatnya Persentase Pelaksanaan menisnegkaatkan
Birokrasi dan Kepuasan pertumbuhan Penlngkatgn 10% 10,5% 195% Pelayanan Bidang Pembinaan,
Penyelenggaraan | Masyarakat investasi daerah Investasi Penanaman Pengawasan dan
Pemerintahan Modal Promosi dibidang
Penanaman Modal
Daerah
Meningkatnya Meningkatkan
Angkuntabilitas Nilai evaluasi Adanaya perlmglfwasankc_iala_m
Keuangan dan saki B B B peningkatan pelaksanan kinerja
g P kinerja setiap dan pengelolaan

Kinerja pemerintah
daerah

pegawai

keuangan
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3.1.4 Efisiensi Anggaran

. . P Anggaran Kinerj Persen K
No Program/Kegiatan/Sub Indikator agu Anggara era ersentase et
Kegiatan Program/Kegiatan
g g g Bl Realisasi Efisiensi Target Realisasi P Kinerja
Perubahan Anggaran
PROGRAM PROMOSI . . o o o 0
PENANAMAN MODAL Persentase Promosi Investasi 2.911,685,350 | 2,908,661,500 3,023,850 100% 100% 99.90% 100%
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman .

- Kegiatan Pameran Penanaman . . 0 0
'\K":V‘f'/;']gﬁggnmg;‘g?gﬁl Modal 2.011,685,350 | 2,908,661,600 | 3,023,750 | ' Kegiatan | 7 Kegiatan | 99.90% | 100%
Kabupaten/Kota

E?éﬁgg?gﬁ;i%ztgn Jumlah Dokumen Hasil
i i 0, 0,
1 Modal Daerah Ke%laltan Ft;romom/Penanaman 2.911,685,350 | 2,908,661,600 3,023,750 7 Dokumen 7 Dokumen 99.90% 100%
Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota
PROGRAM
Persentase ketepatan waktu 0 0 0 o
EEIICI':EQII:I/I';I\II\I MODAL perizinan dan non perizinan 224,865,554 214,048,200 L A0 A0 AR 108
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. . P Anggaran Kinerj Persen K
No Program/Kegiatan/Sub Indikator agu Anggara era ersentase et
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
Pelayanan Perizinan dan | Cakupan Pelaksanaan
Non Perizinan KegiatanPelayananPerizinan
secaraTerpadu Satu dan Non Perizinan secara
i 1bi i 0, 0, 0, 0,
Pintu dibidang Terpadu Satu Pintu 224,865,554 214,048,200 10,817,354 100% 100% 95.19% 100%
Penanaman Modal yang | dibidang Penanaman Modal
menjadi Kewenangan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota | Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan quayanan Jumlah Pelaku Usaha yang
Terpadu Perizinan dan K |
Non perizinan berbasis Mendapat an _Pe ayanan
Sistem Pelavanan Terpadu Perizinan dan Non 155 Pelaku 943 Pelaku 93.30% 608.39%
- Y Perizinan Berbasis Sistem 157,513,410 146,962,200 10,551,210 Usaha Usaha =0 =0
Perizinan Berusaha L
. . Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara ' . .
. Terintegrasi Secara Elektronik
Elektronik
Pemantauan Jumlah Kegiatan Usaha dari
. Pelaku Usaha yang Mendapat
Pemenuhan Komitmen h 00 . 0 :
Perizinan dan Non Pemqntauan Pgmenu an 100 Kegiatan | 105 Kegiatan 99.43% | 105.00%
o Komitmen Perizinan Berusaha 44,876,094 44,621,000 255,094 Usaha Usaha ' '
Perizinan Penanaman .
Modal dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Jumlah Orang yang
Pengelolaan Memperoleh Layanan
Pengaduan Konsultasi dan Terkelolanya 0 o
Masyarakat terhadap Pengaduan Masyarakat 22,476,050 22,465,000 11,050 15 Orang 29 Orang 99.95% 193%
Pelayanan Terpadu Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan
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o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase Jumlah Investor @ @ Q @
PELAKSANAAN yang dibina 388,270,300 | 310,639,000 | (7631300 Lt Lt B0y | D
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Cakupan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman | Pelaksanaan Penanaman
1 i 1 I 0, 0, [0) 0,
Modal yang menjadi Modal yang menjadi 388,270,300 310,639,000 77,631,300 100% 100% 80.01% 100%
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pembinaan = | Pembinaan =
. o Jumlah Pelaku Usaha yang 187 orang, 360 orang,
Sinkronisasi : .
Pembinaan Mend_apatkan Penyelesaian | Penyelesaian 75.40% 190%
Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan 309,701,000 233,528,000 76,173,000 | Permasalahan | Permasalahan '
Penanaman Modal = 6 Keg. = 6 Keg.
Penanaman Modal
Usaha Usaha
g_oordln_am fjan Jumlah Kegiatan Usaha dari
inkronisasi Pelaku Usaha yang Melakukan
i i 0 0,
Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi 78,569,300 77,111,000 1,458,300 12 Kali 36 Kegiatan 98.14% 300%
Pelaksanaan
Pengawasan
Penanaman Modal
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G Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
PROGRAM
PENGELOLAAN DATA | Persentase pemanfaatan
DAN SISTEM sistem dan informasi 9,929,300 100% 100% 91.25% 100%
INFORMASI penanaman Modal SO0 AGEHELY
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Cakupan Pelaksanaan
Informasi Perizinan dan | Kegiatan Pengelolaan Data
Non Perizinan yang dan Informasi Perizinan dan o o o o
Terintegrasi pada Non Perizinan yang 113,489,100 103,559,800 9,929,300 100% 100% 91.25% 100%
Tingkat Daerah Terintegrasi pada Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data | Jumlah Data dan Informasi
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan dan Non Berbasis Sistem Pelayanan
o . g 0 0
Pt_arlzman Berbasis Perl_zman B_erusaha . 113,489,100 103,559,800 9,929,300 155 Data 1.314 Data 91.25% 848%
Sistem Pelayanan Terintegrasi secara Elektronik
Perizinan yang Diolah, Dikaji dan
BerusahaTerintegrasi Dimanfaatkan
secara Elektronik
PROGRAM Cakupan Pelayanan
PENUNJANG URUSAN | Operasional Perkantoran
PEMERINTAHAN Dinas Penanaman Modal 361,727,983,- 100% 100% 100% 100%
DAERAH dan PelayananTerpadu Satu RIS | el
KABUPATEN/KOTA Pintu
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o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
Perencanaan, Cakupan Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, Dan 0 0 0 o
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 6,000,000 6,000,000 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah.
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan 0 0
Perencanaan Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
Perangkat Daerah
L Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
0, 0,
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen RKA- 1,000,000 1,000,000 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan
Penyusunan Dokumen | Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
L Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
- 0, 0,
Penyusunan DPA Penyusunan Dokumen DPA- 1,000,000 1,000,000 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan DPA-SKPD dan Laporan
Penyusunan Perubahan | Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
DPA SKPD Dokumen Perubahan DPA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 0 o
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100%
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o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
- . Cakupan Administrasi 343,938,408
Administrasi Keuangan o 0 0 0 0
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1,345,068,923 | 1,001,130,515 100% 100% 4% | 100%
Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 0 o
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 1,277,232.973 | 933,206,515 | 343,936,458 | S Orang 13 Orang 73% 100%
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 0 0
Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi 65835950 | 65,834,000 1,950 | 1Dokumen | 1Dokumen | 99.99% | 100%
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
L Jumlah Laporan Keuangan
g:no;gslzzs::ndﬁgporan Akhir Tahun SKPD dan
. N i 0 0
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi 1,000,000 1,000,000 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi
- 0 0,
Ke_uangan Bulanan/ Penyusunan Laporan 1,000,000 1,000,000 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
Triwulanan/Semesteran
SKPD Keuangan _
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Cakupan Administrasi
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah Pada 1,000,000 1,000,000 0 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

40




DPM-PTSP  KABUPATEN BUTON TENGAH

o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
o Jumlah Laporan
||§eerll()c/)l:]55lljll’ll§1?1l Eggoran Rekonsiliasi dan
- 0, 0,
Barang Milik Daerah Ee”yusu&??tgporaﬂ . 1,000,000 1,000,000 1lapaoran | 1laporan | 100% | 100%
pada SKPD arang Milik Daerah pada
SKPD
Administrasi Pendapatan giﬁggagtgglgg::;;aﬁ
Daerah Kewenangan K np nean Perangkat 9.676.700 9.676.700 - 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah ewenangan rerangia B B
Daerah
Pelaporan Pengelolaan | Jumlah Laporan Pengelolaan ) 0 o
Retribusi Daerah Retribusi Daerah 9,676,700 9,676,700 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
Administrasi Cakupan Administrasi
i i 0, 0, 0, 0,
Kepegawaian Perangkat | Kepegawaian Perangkat 133,002,500 130,734,000 2,268,500 100% 100% 98% 100%
Daerah Daerah
Pengadaan Pakaian ) .
. . lah Paket Pakaian Dinas
Dinas Beserta Atribut Jum . 13 Pcs 13 Pcs 97.97% 100%
Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 20,322,500 19,910,000 412,500
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang
Implementasi Mengikuti Bimbingan Teknis o 0
Peraturan Perundang- | Implementasi Peraturan 112,680,000 | 110,824,000 | 1,856,000 | 10©rang 100rang | 98.35% | 100%
Undangan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Cakupan Administrasi 360,548,350 | 356,546,700 | 4,001,650 |  100% 100% 98.89% | 100%
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
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o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 2,458,000 2,458,000 | 1Paket 1 Paket 100% | 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 45,725,500 42,853,800 2 871.700 4 Paket 4 Paket 93.72% 100%
Kantor Disediakan B
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik | 17 843909 | 17,803,000 | 2 Paket 2 Paket 100% | 100%
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 16,605,850 16,605,200 650 2 Paket 2 Paket 100% 100%
Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Lumlah BOkl;mer}c Bahan
Bacaan dan Peraturan Pacaag an_Ue(rja uran 1,440,000 1,440,000 - | 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 100%
Perundang-undangan erundang-tndangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Fasilitasi 15,120,000 | 15,120,000 | 12Laporan | 12Laporan | 100% | 100%
Tamu Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Luer;l;ae}fe]fglgzgn Rapat
i i 0 0,

Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi 261,396,000 | 260,266,700 | 1,129,300 | 2Laporan | 12Laporan | 99.57% | 100%
Konsultasi SKPD SKPD
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o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA I T - Pagu N
L Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
Pengadaan Barang Milik | Cakupan Pengadaan
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah o o o o
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan 275,684,542 264,874,517 10,810,025 100% 100% 96.08% 100%
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang ) 0 o
Pengadaan Mebel Disediakan 58841120 58.841.120 2 Paket 2 Paket 100% 100%
lah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan J um . i i 9 0
dan Mesin Lainnya | Mesin Lainnyayang 155793422 | 151,033397 | 4,760,025 | OUNt LoUnit | 96.94% | 100%
Disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan | atau Bangunan Lainnya yang 61.050.000 55 000.000 6.050 000 1 Unit 1 Unit 90.09% 100%
Lainnya Disediakan B e e
Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 59 220 000 58 510 600 709,400 100% 100% 98.80% 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah e B
Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan . o o
Menyurat Jasa Surat Menyurat 23,400,000 | 23,400,000 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 100%
e s | Lo eyl
ikasi ’ 0 0,
Komunikasi, Sumber | 1) i dan Listrik yang 28,620,000 | 27,910,600 709,400 | 12Laporan | 12Laporan | 97.52% | 100%
Daya Air dan Listrik 0
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum 7 200.000 7 200.000 - | 12 Laporan 12 Laporan 100% 100%
Kantor Kantor yang Disediakan B B
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a4

o Program/Kegiatan/Sub Indikator Pagu Anggaran Kinerja Persentase Ket
Kegiatan Program/Kegiatan DPA L . o Pagu -
Perubahan Realisasi Efisiensi Target Realisasi Anggaran Kinerja
Pemeliharaan Barang Cakupan Pemeliharaan
Milik Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah 0 0 0 0
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 89,360,000 89,360,000 100% 100% 100% 100%
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau Lapangan
dan Perizinan yang Dipelihara dan 5 Unit 5 Unit 100% 100%
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan 65,820,000 65,820,000
Operasionalatau Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan
: Jumlah Peralatan dan Mesin ; ; o o
EZ:ﬁ'rf;g“ dan Mesin | | Jinnya yang Dipelihara 23,540,000 | 23,540,000 31 Unit 31 Unit 100% | 100%
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3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buton
Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.917.871.319,- yang teralokasikan untuk membiayai
sleuruh program dan kegiatan yang terlah direncanakan.

Dari anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.917.871.319,- terealisasi
Rp. 5.454.741.532,- atau sebesar 92,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran DPMPTSP Kab. Buton Tengah T.A 2022

PaguAnggaran
Kode Uraian g gg- : — Persentase
DPA Perubahan Realisasi Selisih
1 2 4 5 6 7
1 Pendapatan ; - - -
Belanja

2 Langsung 5917871319 | 5 454,741,532 (463,129,787) |  92,17%

3 Pembiayaan _ - - -
Total 5,917,871,319 5,454,741,532 | (463,129,787) 92,17%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPM-PTSP Kab. Buton Tengah 2022

Alokasi anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari 5 Program dan 13 kegiatan yang
dilaksanakan mulai triwulan | sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan rincian

sebagai berikut :
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No

Program/Kegiatan/Sub

Indikator Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Kegiatan DPA —
Realisasi Persentase
Perubahan
PROGRAM PROMOSI Peresentase Promosi 99 90%
PENANAMAN MODAL Investasi 2,911,685,350 | 2,908,661,500 '
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Kegiatan Pameran Penanaman 99.90%
menjadi Kewenangan Modal 2,911,685,350 | 2,908,661,600 i
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksa_naan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil
1 Promosi Penanaman Kegiatan Promosi Penanaman 99.90%
Modal Daerah Modal Kabunatern/Kota 2,911,685,350 | 2,908,661,600 :
Kabupaten/Kota P
PROGRAM
Persentase ketepatan waktu o
Egklﬁ?\(lﬁl\l\l/ﬁ\ll\l MODAL perizinan dan non perizinan 224,865,554 214,048,200 S
Pelayanan Perizinan dan | Cakupan Pelaksanaan
Non Perizinan KegiatanPelayananPerizinan
secaraTerpadu Satu Pintu | dan Non Perizinan secara
dibidang Penanaman Terpadu Satu Pintu dibidang 95.19%
Modal yang menjadi Penanaman Modal yang 224,865,554 214,048,200
Kewenangan Daerah menjadi Kewenangan
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota
.T_i?yaegl:aggrfglnag:gi?] Jumlah Pelaku Usaha yang
Nonp erizinan berbasis Mendapatkan Pelayanan
Sistepm Pelavanan Terpadu Perizinan dan Non 93.30%
. Y Perizinan Berbasis Sistem 157,513,410 146,962,200 U0
Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Terir)1/te rasi Secara Elektronik
Elektronik g
Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pemantauan
Perizinan dan Non . - 99.43%
Perizinan Penanaman Komitmen P_er_lzman Berusaha 44,876,094 44,621,000
Modal dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan
Pengelolaan Pengaduan Konsﬁltasi dan 'I¥erkelolanya
0,
Masyarakat terhadap Pengaduan Masyarakat 22,476,050 22,465,000 99.95%
Pelayanan Terpadu had | d
Perizinan dan Non Terhadap Pelayanan Terpadu
I Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan
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Program/Kegiatan/Sub

Pagu Anggaran

No . Indikator Program/Kegiatan
Kegiatan DPA
Realisasi Persentase
Perubahan
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase Jumlah investor 80.01%
PELAKSANAAN yang di bina 388,270,300 310,639,000 o
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan g:ﬁzzﬂ;ingzggﬁgggn
Penanaman Modal yang Modal yang menjadi 80.01%
menjadi Kewenangan K yang 5 ) h 388,270,300 | 310,639,000 oo
Daerah Kabupaten/Kota ewenangan Laera
Kabupaten/Kota
K_oordm_am _dan Jumlah Pelaku Usaha yang
Sinkronisasi
Pembinaan Mend_apatkan 75.40%
Pembinaan Pelaksanaan 309,701,000 233,528,000 '
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Penanaman Modal
SKi?]?(rrtilnr}aSZISidan Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pengawasan Pelaku Usaha yang Melakukan 98.14%
Pelaksanaan Eg:r;iw:ss;ndan Sinkronisasi 78,569,300 77,111,000
Penanaman Modal g
PROGRAM
PENGELOLAAN DATA | Persentase pemanfaatan
DAN SISTEM sistem dan informasi 91.25%
INFORMASI penanaman Modal L I00 Bl B0
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Cakupan Pelaksanaan
Informasi Perizinan dan Kegiatan Pengelolaan Data
Non Perizinan yang dan Informasi Perizinan dan 91.25%
Terintegrasi pada Non Perizinan yang 113,489,100 103,559,800 £970
Tingkat Daerah Terintegrasi pada Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data | Jumlah Data dan Informasi
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan dan Non Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berbasis Perizinan Berusaha 113,489,100 103,559,800 91.25%

Sistem Pelayanan
Perizinan
BerusahaTerintegrasi
secara Elektronik

Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan
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Program/Kegiatan/Sub

Pagu Anggaran

No . Indikator Program/Kegiatan
Kegiatan DPA
Realisasi Persentase
Perubahan
PROGRAM Cakupan Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Operasional Perkantoran
PEMERINTAHAN Dinas Penanaman Modal 100%
DAERAH dan PelayananTerpadu Satu LRSS || VI
KABUPATEN/KOTA Pintu
Perencanaan, Cakupan Perencanaan,
Penganggaran, dan p P Dan E ’ luasi 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat | . h'§angsaran, ban Lvaiuasi 6,000,000 6,000,000
Kinerja Perangkat Daerah.
Daerah
g:?g#g:;‘:;} Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 100%
Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000 0
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Penvusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi 100%
yu Penyusunan Dokumen RKA- 1,000,000 1,000,000
RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan
Penyusunan Dokumen | Hasil Koordinasi Penyusunan 100%
Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Penvusunan DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi 100%
wu Penyusunan Dokumen DPA- 1,000,000 1,000,000 0
SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan Perubahan | Koordinasi Penyusunan 100%
DPA SKPD Dokumen Perubahan DPA- 1,000,000 1,000,000
SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 100%
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 1,000,000 1,000,000
. - Cakupan Administrasi
Administrasi Keuangan o
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1,345,068,923 | 1,001,130515 | '+
Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 73%
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 1,277,232,973 933,296,515 0
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 99.99%
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan 65,835,950 65,834,000 '

Keuangan SKPD

SKPD
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No

Program/Kegiatan/Sub

Indikator Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Kegiatan DPA .
Realisasi Persentase
Perubahan
. Jumlah Laporan Keuangan
’;:ﬁ;g;ﬂﬁ?ndﬁgporan Akhir Tahun SKPD dan
- Laporan Hasil Koordinasi 100%
}S(Ellj:ggan Akhir Tahun Penyusunan Laporan 1,000,000 1,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penvusunan Lanoran Semesteran SKPD dan
wu P Laporan Koordinasi o
Keuangan Bulanan/ 100%
Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan 1,000,000 1,000,000
SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Cakupan Administrasi
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah Pada 1,000,000 1,000,000 100%ss
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan 100%
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada 1,000,000 1,000,000
pada SKPD SKPD
Administrasi Pendapatan g:l;ggggtggrgggrs;;am
0,
ng;ﬁgklzte ggg?gﬁan Kewenangan Perangkat 9,676,700 9,676,700 100%
Daerah
Pelaporan Pengelolaan | Jumlah Laporan Pengelolaan 100%
Retribusi Daerah Retribusi Daerah 9,676,700 9,676,700 0
Administrasi Cakupan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Perangkat 98%
Daerah Daerah 133,002,500 130,734,000
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas
: - 0
DS gizze;;?]g”b“t beserta Atribut Kelengkapan 20,322,500 | 19,010,000 | O797%
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang
. Mengikuti Bimbingan Teknis o
'F,'zfl:ﬁdmaﬂgfﬁ'n';;a;‘;;a” Implementasi Peraturan 112,680,000 | 110824000 | 835%
Perundang-Undangan
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No

Program/Kegiatan/Sub

Indikator Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

Kegiatan
2I Realisasi Persentase
Perubahan
Administrasi Umum Cakupan Administrasi o
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 360,548,350 356,546,700 | 98.89%
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen
In_sta_IaSI Instalasi Listrik/Penerangan 2,458,000 2,458,000 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 45,725,500 42,853,800 93.72%
Kantor Disediakan
Penyec_iiaan Bahan Jumlah Paket ]?aha.n Logistik 17,803,000 17,803,000 100%
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
Cetakan dan dan Penggandaan yang 16,605,850 16,605,200 100%
Penggandaan Disediakan
penyeciaan Bahan | Ll O
Bacaan dan Peraturan p dane-Und ! 1,440,000 1,440,000 100%
Perundang-undangan erundang-tndangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 15120.000 15120.000 100%
Tamu Kunjungan Tamu e e
Jumlah Laporan
- Koordinasi dan Konsultasi 261,396,000 260,266,700 '
Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik | Cakupan Pengadaan
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah o
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan 275,684,542 264,874,517 96.08%
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang o
Pengadaan Mebel Disediakan 58,841,120 | 58,841,120 | 100%
Pengadaan Peralatan {\zml.ahLU.n it Peralatan dan 96.94%
dan Mesin Lainnya esin Lainnya yang 155,793,422 | 151,033,397 '
Disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan | atau Bangunan Lainnya yang 61.050.000 55 000.000 90.09%
Lainnya Disediakan D T
Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 59 220.000 58 510.600 98.80%

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah
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. Pagu Anggaran
No Program/ K_eglatan/ Sub Indikator Program/Kegiatan
Kegiatan DPA .
Perubahan Realisasi Persentase
Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan 100%
Menyurat Jasa Surat Menyurat 23,400,000 23,400,000 0
soyean s |l aporan Feyedan
Komunikasi, Sumber . o 97.52%
Daya Air dan Listrik D?ya {\1r dan Listrik yang 28,620,000 27,910,600
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
0,
Pelayanan Umum Jasa Pelayanaq Um_um 7,200,000 7,200,000 100%
Kantor Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Cakupan Pemeliharaan
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah 100%
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 89,360,000 89,360,000
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau Lapangan
dan Perizinan yang Dipelihara dan 100%
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan 65,820,000 65,820,000
Operasionalatau Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 100%
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 23,540,000 23,540,000 0
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BAB IV
PENUTUP

Tujuan penyusunan LAKIP adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas
berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, Strategi, program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam
Renstra Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah untuk
dapat diketahui dan dinilai apakah akuntabel atau tidak.

Dari sasaran strategis yang menjadi tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022, capaian Indikator
Kinerja Utama terealisasi sebesar 19,5%. .Hal ini melampaui target yang ditetapakan dalam periode

akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Buton Tenggah 2022, dimana target realisasi sebesar 10%.

Tercapainya target ini didukung oleh kegiatan-kegiatan diberbagai bidang diantaranya
pelaksanaan Inovasi pelayanan berupa layanan perbantuan dengan tema Keliling Kecamatan
(Kencan) dan Jemput Bola (Jempol) yang cukup memberikan dampak signifikan dalam capaian
kinerja DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah, serta dampak layanan yang langsung dirasakan oleh
masyarakat. Selain itu kegiatan Promosi, kemudian pembinaan pelaku usaha serta pengelolaan data
yang sudah terintegrasi secara elektronik juga merupakan salah satu factor penompang tercapainya
target kinerja DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Kepala Daerah menuju Buton Tengah yang Berkah.

Demikian laporan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelahyanan Terpadu Satu Pintu
tahun 2022 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan

kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS PENANAMAN
P AL DAN PELAYANAN
- U SATU PINTU

*E}T'lARIS MAHMUD, S.IP.M.Si.
NIP . 19781110 201001 1 021

52



	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB I   :  PENDAHULUAN
	BAB II   :  PERENCANAAN KINERJA
	BAB III  :  AKUNTABILITAS KINERJA
	BAB IV :  PENUTUP
	BAB II
	PERENCANAAN KINERJA
	BAB III
	AKUNTABILITAS KINERJA
	Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis
	Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis dengan Kondisi akhir Perencanaan
	3.1.3 Analisis efisiensi
	BAB IV
	PENUTUP

